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ABSTRAKx 

 
 
IMPLEMENTASIxPENYETARAAN  JABATANxSTRUKTURAL ESELON 

VxKE JABATANxFUNGSIONAL PADAxKANTOR PENGAWASANxDAN 

PELAYANANxBEA DANxCUKAI TIPExMADYA PABEANxBELAWAN 

 

Namax   : Redwan Doody Marpaung 

NPMx    : 201801043 

ProgramxStudi  : MagisterxAdministrasixPublik 

PembimbingxI  : xDr. xIr. SitixMardiana, xM.Si 

PembimbingxII : xDr. NinaxSitixSalmaniahxSiregar, xM.Si 

Salah satu program penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah adalah 
penyederhanaan birokrasi berupa alih jabatan struktural ke jabatan fungsional 
pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional. Dengan bergulirnya penyetaraan jabatan di lingkungan kantor 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masih adanya permasalahan yang dihadapi 
oleh setiap pejabat fungsional. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi 
penyetaraan jabatan serta pendukung dan penghambat implementasi dimaksud 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Belawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 
pengumpulan data dari 4 (empat) orang informan yang dipilih secara purposive 
sampling yakni Ahmad Lufthi, Hasanuddin, Despant S, Maju K dan dilakukan 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik  analisa  data  
yang  digunakan adalah pengumpulan data  reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Permenpan 
RB tentang penyetaraan jabatan yang wajib tanpa kontekstualisasi dan adaptasi 
menyebabkan masalah pada pengembangan jenjang karir, sehingga berpotensi 
menimbulkan implikasi terhadap sistem kerja yang tidak efektif.  Fakta di 
lapangan dampak dari implementasi kebijakan penyetaraan jabatan ini 
menggambarkan tidak adanya kejelasan mengenai pengembangan jenjang karir ke 
depannya, sehingga menyebabkan semangat kerja berkurang yang nantinya dapat 
berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian ini 
merekomendasikan agar pemerintah pusat melakukan pembenahan terhadap 
kebijakan ini agar nantinya dapat selaras dengan kebutuhan pejabat fungsional 
sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik. 

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penyetaran Jabatan Struktural Eselon
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF EQUALITY OF STRUCTURAL POSITIONS OF 

ECHELON V TO FUNCTIONAL POSITIONS AT THExOFFICExOF 

SUPERVISIONxAND SERVICESxOF CUSTOMSxANDxEXCISExTYPE 

MADYAxPABEANxBELAWAN 

 

Namex   : Redwan Doody Marpaung 

StudentxId. Number : 201801043 

StudyxProgram  : MasterxofxPublicxAdministration 

AdvisorxI   : xDr. xIr. SitixMardiana, xM.Si 

AdvisorxII  : xDr. NinaxSitixSalmaniahxSiregar, xM.Si 

Onexof the bureaucratic simplification programs carriedxout byxthegovernmentxis 
bureaucratic simplification in the form ofxtransferring structural positionsxto 
functional positionsxinxthexState Civil Apparatus (ASN) which isxregulatedxinxthe 
Regulationxof thexMinister ofxAdministrative Reformxand BureaucraticxReformxof 
thexRepublic ofxIndonesia Numberx17 ofx2021 concerningxEqualizationxof 
AdministrativxPositions intoxFunctionalxPositions . Withxthe ongoingequalization 
ofxpositions within thexoffice ofxthexDirectorate GeneralxofxCustomsxandxExcise, 
there are still problems faced by each functional official. Thisxstudy aimsxto 
determine theximplementation ofxequalization ofxpositionsxas wellxas thexfactors 
andximplementation constraints referred to in the Belawan Middle Type Customs and 
Excise Service and Monitoring Office. The method used is descriptive qualitative by 
collecting data from 4 (four) informants selected by purposive sampling namely 
Ahmad Lufthi, Hasanuddin, Despant S, Maju K and carried out through observation, 
interviewsxandxdocumentation. Whilexthexdata analysisxtechniques usedxare 
dataxcollection, dataxreduction, dataxpresentation, andxdrawingxconclusions. 
Basedxon thexresults ofxthe  study it isxknown thatxthe implementationxof 
equalizationxof positions in the context ofxsimplification ofxthe bureaucracyxat 
thexCustoms andxExcise ServicexOffice ofxthexBelawan MiddlexTypexCustoms, 
NorthxSumatra still needs to make improvements to this policy. This study found that 
the regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform concerning 
mandatory equalization of positions without contextualization and adaptation causes 
problems in the development of career paths, which has the potential to have 
implications for an ineffective work system. Facts on the ground that the impact of the 
implementation of the equalization of positions policy illustrates the lack of clarity 
regarding the development of future career paths, causing reduced morale which can 
later affect the expected results. Thus, this study recommends that the central 
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iii 
 

government make improvements to this policy so that later it can be aligned with the 
needs of functional officials so that the implementation can run well. 

Keywords: Policy implementation, Distribution of Echelon V Structural Positions
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BABxI 

PENDAHULUANx 

 

1.1. Latarxbelakang 

Nama instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

di bidang kepabeanan dan cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(disingkat DJBC). pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Douane adalah 

nama umum untuk Bea dan Cukai. Bea dan Cukai sering menggunakan istilah 

“kepabeanan” dalam kaitannya dengan era globalisasi. 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai membawahi Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara 

di bidang kepabeanan dan cukai. 

DJBC menerapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan pada tanggal 1 April 1997, yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Kepabeanan 

pada masa jabatannya tahun 1995. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007. 

Revolusi Industri 4.0 atau dikenal juga dengan globalisasi 4.0 telah 

dimulai di dunia saat ini. Ekonomi dunia, layanan, teknologi, informasi, dan 
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bidang lainnya sedang mengalami transformasi yang cepat. Pemerintah 

bermaksud memangkas birokrasi dalam upaya mempercepat penyampaian 

layanan publik guna meningkatkan kualitas layanan. 

Melalui penyederhanaan birokrasi, pemerintahan Joko Widodo 

mencanangkan program reformasi birokrasi sebagai periode kedua dimulai. 

Dalam pidato pengukuhan periode keduanya di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019, saat pelantikan Presiden dan Wakil 

Presiden periode 2019-2024, ia menyampaikan komitmen tersebut. Terkait pesan 

yang disampaikan Presiden Joko Widodo sesaat setelah dilantik sebagai presiden 

pada 2019 lalu, “Sangat penting bagi kita untuk melakukan reformasi birokrasi.” 

Mereformasi struktur lembaga agar lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah 

beradaptasi. 

Penyederhanaan birokrasi berupa pengalihan jabatan struktural menjadi 

jabatan fungsional di Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu program 

pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Program ini bertujuan untuk 

menciptakan iklim birokrasi yang gesit, dinamis, dan profesional untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam pelayanan 

publik. ASN dan organisasi perlu melakukan sejumlah penyesuaian saat 

diterapkan. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memasukkan program penyederhanaan 

birokrasi ke dalam rencana strategis DJBC untuk memenuhi amanat Presiden Joko 

Widodo dengan menggeser jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. 

Program penyerdeharnaan adalah proses penyetaraan Jabatan Fungsional 
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Pemeriksa Bea dan Cukai (JFPBC) dan Jabatan Struktural Eselon V untuk 

mereduksi birokrasi. 

Salah satu dari lima prioritas kerja pemerintah 2019-2024 adalah 

delayering atau penyederhanaan birokrasi melalui rasionalisasi eselon menjadi 

dua level. Tingkat jabatan struktural adalah eselonisasi. Saat ini ada lima 

eselonisasi di Kementerian Keuangan: Eselon I yang langsung berada di bawah 

Menteri Keuangan; Eselon II yang berada di bawah Eselon I; Eselon III yang 

berada di bawah Eselon II; dan Eselon V yang berada di bawah Eselon IV dan 

hanya terdapat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Saat ini, 

organisasi pemerintah dianggap terlalu besar dan birokratis, dengan jenjang eselon 

yang panjang, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi panjang. Tujuan 

penyerdeharnaan adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan/atau 

perizinan dan menyederhanakan proses. 

Sekitar 37 Pejabat Struktural Eselon V dari Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan yang posisinya disamakan dengan 

Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama 

(PFBC) termasuk di antara 1.840 Pejabat Struktural Eselon V di DJBC yang 

berpartisipasi dalam program penyerdeharnaan pada tahun 2020. 

Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon V Menjadi Jabatan Fungsional Ahli 

I, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Menjadi Jabatan Fungsional, yang kemudian 

diubah dengan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 
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Administrasi Jabatan Menjadi Jabatan Fungsional. Penyetaraan Jabatan, disebut 

juga dengan pengangkatan Pejabat Tata Usaha ke dalam jabatan fungsional 

melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara, disebut 

penyetaraan jabatan. Yang dimaksud dengan "jabatan administratif" adalah 

sekelompok jabatan yang meliputi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. 

Sekelompok posisi yang dikenal sebagai "jabatan fungsional" termasuk tugas dan 

tanggung jawab yang terkait dengan "layanan fungsional" yang didasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan 

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai mengatur tentang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Bea dan Cukai. Di bidang kepabeanan dan cukai, Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Bea dan Cukai meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan dan cukai, 

mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, melakukan penyidikan 

tindak pidana, memberikan pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan 

mengelola informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 

   Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) dapat dilihat 

sebagai berikut untuk peringkatnya: 
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Tabelx1.1 

DaftarxJenjangxKepangkatanxdanxJabatanxFungsionalxPBC 

NO. xPANGKAT GOL. 

JABATANxFUNGSIONAL 
xSYARAT 

PEMERIKSAxBEAxDAN 

CUKAIx xPENDIDIKAN 

1 PengaturxMuda II/a 
Pelaksana 

Pemula 
Pemula 

SMA/D1 2 PengaturxMuda Tkt. xI II/b 

Pelaksanax Terampil 3 Pengaturx II/c 

4 PengaturxTkt. xI II/d 

5 PenataxMuda III/a 

Pertamax Ahli Pertama 
D4/S1 6 PenataxMudaxTkt. xI III/b 

7 PenataxMuda III/c 
Mudax Ahli Muda 

S1/S2  

8 PenataxMudaxTkt. xI III/d 

9 Pembinax IV/a 

Madyax Ahli Madya 10 PembinaxTkt. xI IV/b 

11 PembinaxUtamaxMuda IV/c 

12 PembinaxUtamaxMadya IV/d 
Utamax Ahli Utama 

13 PembinaxUtama IV/e 
Sumber : xPermenPAN RBxNo. 31xTahunx2016  

 

Adapun data Pejabat Struktural Eselon V yang disetarakan ke jabatan 

fungsional PBC Ahli Pertama program delayering pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sebagai berikut :  

 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Redwan Doody Marpaung - Implementasi Penyerataraan Jabatan...



6 
 

 

Tabelx1.2 

DaftarxPenyetaraanxJabatanxStrukturalxEselonxV 

kexJabatanxFungsionalxPBCxAhlixPertama 

NO. PANGKAT GOL
. 

JENJANG 
PENDIDIKAN JUMLAH 

(orang) 
JABATAN  

SMA
/D1 D3 S1 S2 

1. PenataxMuda xIII/a 1 - 6 - 7 Eselon V 

2. PenataxMuda Tk. I xIII/b 5 1 7 5 18 Eselon V 

3. Penatax xIII/c 1 - 7 - 8 Eselon V 

4. PenataxTK. I xIII/d - - 3 - 3 Eselon V 

5. Pembinax xIV/a - - - 1 1 Eselon V 

Jumlahx  7 1 23 6 37  

Sumber : KPPBC TMP Belawan, 2020 

Dengan bergulirnya penyetaraan jabatan di lingkungan kantor DJBC,  

beberapa fenomena yang terjadi antara lain : 

1. Adanya ketidaksesuaian pangkat, golongan dan pendidikan dengan 

persyaratan yang ditentukan. 

2. Adanya pegawai yang dirugikan dalam hal kenaikan pangkat yaitu 

tertundanya kenaikan pangkat sewaktu diberlakukannya kebijakan 

penyetaraan jabatan. 

3. Kenaikan jenjang jabatan ditentukan ketersediaan kebutuhan jabatan (formasi 

jabatan), sehingga dapat menunggu lama di suatu kepangkatan atau jabatan 

walaupun angka kreditnya sudah tercapai. 

Berdasarkan penelusuran, topik terkait pengalihan jabatan struktural 

eselon V ke jabatanxfungsional darixhasil penyetaraanxjabatan merupakanxtopik 
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yangxbelum banyakxdilakukan penelitianxdanximplementasinya, sehingga layak 

dilakukan penelitian padaxKantor PengawasanxdanxPelayanan 

BeaxdanxCukaixTipe MadyaxPabean Belawanxyang terusxberbenah menujuxpostur 

idealxdenganxmiskin strukturxtetapixkayaxfungsi.  

Untuk mengetahuixsejauh manaximplementasi kebijakanxyang 

diberlakukan dengan adanya fenomena tersebut diatas, peniliti menggunakan 

teorixGeorge EdwardxIIIx (1980). Menurut GeorgexEdwardxIIIx (1980) 

menegaskanxbahwa masalahxutama administrasixpublik adalahxkurang 

memperhatikan pelaksanaannya (lackxof attentionxtoximplementation). 

Dilakukannya tanpaximplementasixyang efektifxkeputusan pembuatxkebijakan 

tidakxakan berhasilxdilaksanakan (without effectiveximplementation, thexdecission 

ofxpolicy makersxwill notxbe carriedxout successfully). Edwardxmenyarankan 

untukxmemperhatikanx4 (empat) isuxpokok agarximplementasi 

kebijakanxmenjadixefektif, yaituxkomunikasi, sumberxdaya, disposisi,xstruktur 

birokrasi. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitixtertarik untukxmelakukan 

penelitianxlebih lanjut padaxKantor Pengawasanxdan PelayananxBea danxCukai 

TipexMadyaxPabean Belawan, danxpenelitixlebihxtertarikxdanxmenetapkanxproses 

penelitianxsertaxmenyusunnyaxdalamxbentukxTesisxdenganxjudul : xImplementasi 

PenyetaraanxJabatanxStrukturalxEselonxVxkexJabatanx Fungsional xPada 

KantorxPengawasanxdanxPelayananxBeaxdanxCukaixTipex Madyax Pabean 

Belawan. 
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1.2. RumusanxMasalah 

Berdasarkanxlatar belakangxyangxdiuraikan diatas dan fakta sementara 

temuanxawalxpenelitianxmakaxmasalahxdalamxpenelitianx inix dapat peneliti 

xrumuskanxsebagaixberikut:  

1. BagaimanaxImplementasi Penyetaraan xJabatanxStruktural xEselon Vxke 

JabatanxFungsional Pada KantorxPengawasanxdanxPelayananxBeaxdanxCukai 

TipexMadyaxPabeanxBelawan? 

2. Apaxsajaxxpendukungxdan penghambat Implementasi Penyetaraan  

JabatanxStruktural xEselonxV ke JabatanxFungsional Pada 

KantorxPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

MadyaxPabeanxBelawan? 

 

1.3. TujuanxPenelitian 

Berkaitan denganxperumusan masalahxpenelitian yangxtelah peneliti 

kemukakan diatas, penelitianxinixbertujuan:  

1. Untukxmengetahuixdanxmenganalisa Implementasi PenyetaraanxJabatan 

StrukturalxEselonxV kexJabatan FungsionalxPada KantorxPengawasanxdan 

PelayananxBea danxCukai TipexMadya PabeanxBelawan. 

2. Untukxmenganalisa apa saja pendukung dan penghambat Implementasi 

PenyetaraanxJabatanxStrukturalxEselonxVxkexJabatanx Fungsionalx Pada 

KantorxPengawasanxdanxPelayananxBeaxdanxCukaixTipe xMadyax Pabean 

Belawan.x 
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1.4. ManfaatxPenelitian 

Tercapainyaxtujuan penelitianxyang telahxdisebutkanxdiatas, makaxhasil 

penelitianxdiharapkan dapatxmenghasilkanxmanfaat : 

1. Secaraxteoritis, untukxmemberikan pengetahuanxyang berkaitanxdenganxIlmu 

AdministrasixPublik khususnyaxtentang Implementasi Penyetaraan  Jabatan 

Struktural  Eselon V ke JabatanxFungsional PadaxKantorxPengawasanxdan 

PelayananxBea danxCukaixTipe MadyaxPabeanxBelawan. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintah Pusat 

DirektoratxJenderal Beaxdan Cukaixdalam hal Implementasi Penyetaraan  

Jabatan Struktural  Eselon V ke JabatanxFungsional PadaxKantorxPengawasan 

danxPelayananxBeaxdanxCukaixTipexMadyaxPabeanxBelawan.
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BABxII 

TINJAUANxPUSTAKA 

 

2.1. ImplementasixKebijakan  

2.1.1. Implementasix 

Terjemahan literal dari kata bahasa Inggris "implement" adalah "to 

implement". Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu 

yang mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu. Ini bisa dalam bentuk undang-

undang, peraturan dari pemerintah, keputusan pengadilan, atau kebijakan yang 

diberlakukan oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan negara. Implementasi 

merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan. Kebijakan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti kebijakan pembangunan 

infrastruktur publik. Untuk kebijakan makro, berbagai institusi, seperti pemerintah 

atau birokrasi, akan dilibatkan dalam upaya implementasi. Keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang 

masing-masing berhubungan satu sama lain. Pada tingkat dasar, eksekusi strategi 

adalah salah satu metode untuk mencapai tujuan strategi. Ada dua cara untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik: langsung menerapkannya melalui 

program atau membuat kebijakan berdasarkan kebijakan publik tersebut. 

Implementasi adalah proses dimana individu, pejabat pemerintah atau 

swasta melaksanakan tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Sangat 

penting untuk menerapkan ide. Seseorang harus menerapkan ide untuk mencapai 

suatu tujuan. 
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Setiap industri dapat menggunakan proses mewujudkan sesuatu. Untuk 

menerapkan ide, ada beberapa langkah yang perlu Anda ambil. Pelaksanaan 

rencana strategis sama pentingnya dengan strategi itu sendiri. Tindakan 

menempatkan ide ke dalam tindakan dapat dijelaskan dalam beberapa cara yang 

berbeda. Berikut adalah contoh berbagai sumber pengertian implementasi: 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

KBBI mendefinisikan implementasi sebagai aplikasi atau implementasi. 

Cara lain untuk mendefinisikan implementasi adalah ketika desain digunakan 

untuk membuat sistem yang berfungsi. 

b. Menurut Kamus Cambridge 

Suatu tindakan yang dimulai dengan menggunakan rencana atau sistem 

adalah definisi implementasi. Kamus Cambridge mendefinisikan implementasi 

sebagai tindakan. Implementasi adalah tindakan menempatkan rencana ke dalam 

tindakan atau menggunakan sesuatu untuk pertama kalinya. 

c. Menurut C. Merriam-Webster 

Mendefinisikan implementasi sebagai "tindakan atau contoh penerapan 

sesuatu". Tindakan ini juga termasuk proses membuat sesuatu menjadi aktif atau 

efektif. Implementasi adalah proses menempatkan rencana dan strategi ke dalam 

tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Implementasi adalah 
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tindakan yang harus terjadi setelah setiap pemikiran awal untuk benar-benar 

mencapai tujuan. 

Implementasi didefinisikan dalam berbagai bidang sebagai: 

a. Ilmu sosial politik  

Proses dimana kebijakan publik diimplementasikan disebut sebagai 

"implementasi" dalam ilmu sosial politik. Faktor-faktor berikut mempengaruhi 

implementasi: legislatif, kapasitas administrasi birokrasi, pelaksana, kegiatan 

kelompok kepentingan dan oposisi, dan dukungan eksekutif. Dalam hubungan 

internasional, implementasi adalah proses pembuatan perjanjian internasional. Ini 

melambangkan titik di mana peraturan dan hukum domestik menegakkan 

perjanjian internasional. 

b. Implementasi Ilmu Kesehatan  

Serangkaian tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk melaksanakan 

program dengan dimensi yang dikenal dalam ilmu kesehatan. Menurut definisi ini, 

proses implementasi memiliki tujuan dan dijelaskan secara memadai bagi 

pengamat untuk menentukan apakah dan seberapa kuat "rangkaian aktivitas 

tertentu" dikaitkan dengan implementasi. 

Setiap rencana implementasi memiliki beberapa bagian utama yang perlu 

diperhatikan dan dipikirkan secara matang. Berikut ilustrasi strategi 

pelaksanaannya : 
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a. Tujuan dan Sasaran  

Menentukan tujuan dan sasaran rencana pelaksanaan. Apa yang Anda 

antisipasi untuk dicapai? Apa pentingnya tujuan ini? Hubungan apa yang 

dimiliki tujuan-tujuan ini dengan keseluruhan misi dan visi? 

b. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab  

Menentukan peran dan tanggung jawab mengungkapkan siapa yang 

bertanggung jawab atas apa dan kapan. Jika tanggung jawab ini didefinisikan 

dengan lebih jelas, akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban orang. 

c. Rencana implementasi  

Sebuah rencana membuat semua pemangku kepentingan mendapat informasi 

dan membantu melacak, mengkomunikasikan, dan memantau kemajuan. 

d. Alokasi sumber daya  

Salah satu tujuan utama dari rencana implementasi adalah untuk memastikan 

bahwa tim memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

implementasi secara efisien dan lancar. 

Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis 

dimana para pelaksana kebijakan melakukan berbagai tindakan dengan maksud 

untuk mencapai suatu hasil yang sejalan dengan maksud atau tujuan kebijakan itu 

dapat ditarik. 
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2.1.2. Model Implementasi 

Ada tiga generasi pendekatan Peter de Leon dan Linda de Leon (2001) 

untuk implementasi kebijakan. Pada tahun 1970-an, implementasi kebijakan 

dipandang sebagai isu yang muncul antara kebijakan dan implementasinya oleh 

generasi pertama. Pendekatan top-down untuk implementasi kebijakan 

dikembangkan oleh generasi kedua pada tahun 1980-an. Sudut pandang ini lebih 

menekankan pada tanggung jawab birokrasi untuk menjalankan kebijakan politik. 

Paul Sabatier dikreditkan dengan mengembangkan strategi ini (1983). Pada saat 

yang sama, strategi bottom-up Michael Lipsky (1971, 1980) muncul. Pada 

generasi ketiga, Malcolm Goggin (1990) mengemukakan bahwa variabel perilaku 

aktor pelaksana kebijakan lebih penting dalam menentukan keberhasilannya. 

2.1.2.1. Implementasi Kebijakan Edward III 

Pada tahun 1980, George C. Edward III menekankan bahwa pengabaian 

implementasi adalah masalah utama dalam administrasi publik. Dia menyatakan 

bahwa keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil 

dilaksanakan tanpa implementasi yang efektif. Untuk implementasi kebijakan 

yang sukses, Edward merekomendasikan untuk memperhatikan 4 (empat) masalah 

utama berikut: 

a. Komunikasi. Dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada 

organisasi dan/atau publik, sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan 

kebijakan, daya tanggap pihak-pihak yang terlibat, dan struktur organisasi 

kebijakan. 
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b. Sumber Daya. Dalam hal aksesibilitas sumber daya pendukung, khususnya 

sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan seberapa baik para pelaksana 

kebijakan publik dapat menerapkan kebijakan. 

c. Disposisi. Berkaitan dengan kesediaan para pelaksana untuk mewujudkan 

kebijakan publik. Tanpa kemauan dan komitmen untuk menjalankan 

kebijakan, kecakapan dengan sendirinya tidaklah cukup. 

d. Struktur Birokrasi. Berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

bertugas mewujudkan kebijakan publik, fragmentasi birokrasi sulit dihindari 

karena struktur ini membuat proses pelaksanaan menjadi sangat tidak efektif. 

Di Indonesia, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga negara 

dan/atau pemerintah sering mengakibatkan kegagalan implementasi 

kebijakan. 

 

2.1.2.2. Implementasi Kebijakan Hogwood & Gun 

Menurut model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis 

A. Gunn pada tahun 1978, persyaratan tertentu harus dipenuhi agar dapat 

menerapkan kebijakan dengan sempurna, termasuk: 

a. Keadaan eksternal lembaga pelaksana tidak menimbulkan hambatan atau 

gangguan yang berarti. Karena mereka berada di luar lingkup otoritas 

kebijakan badan pelaksana, administrator seringkali tidak memiliki kendali 

atas sejumlah hambatan selama implementasi kebijakan. Tantangan-tantangan 

ini mungkin bersifat politis atau fisik. 
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b. Ada cukup waktu dan uang yang tersedia untuk melaksanakan program. Ada 

kemungkinan bahwa kebijakan dengan tingkat kelayakan fisik dan politik 

tertentu tidak akan berhasil mencapai hasil yang diinginkan karena memiliki 

harapan yang terlalu tinggi dan tenggat waktu yang singkat. 

c. Kumpulan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar cukup. Ini berarti 

bahwa dari satu sudut pandang harus dipastikan bahwa tidak ada penghalang 

untuk semua sumber daya yang diperlukan, sementara di sisi lain, setiap fase 

proses yang terlibat dalam melakukan kombinasi dari sumber-sumber ini 

harus diberikan. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan program memerlukan 

penyiapan dana, personil, dan peralatan secara serentak. Namun ternyata 

salah satu komponen tersebut mengalami keterlambatan dalam 

penyediaannya sehingga menyebabkan pelaksanaan program menjadi 

tertunda. 

d. Kebijakan yang akan diterapkan didasarkan pada hubungan yang terbukti 

antara dua peristiwa. Terkadang, kebijakan tidak dapat diterapkan dengan 

baik karena kebijakan itu sendiri buruk, bukan karena dibuat sembarangan. 

Alasannya adalah bahwa kebijakan didasarkan pada pemahaman yang tidak 

memadai tentang masalah yang perlu dipecahkan, penyebabnya, solusi yang 

mungkin, peluang untuk memecahkan masalah, dan apa yang diperlukan 

untuk memanfaatkan peluang tersebut. 

e. Hanya ada beberapa hubungan antara peristiwa, dan hubungan sebab akibat 

sangat mudah. Teori di balik sebagian besar program pemerintah jauh lebih 

rumit dari sekedar hubungan kausal antara dua variabel. Semakin panjang 
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rantai kausalitas, semakin besar timbal balik antara mata rantai 

penghubungnya, dan semakin kompleks implementasinya, semakin besar 

kemungkinan kebijakan yang memiliki hubungan sebab akibat akan 

mengalami keretakan. Dengan kata lain, jumlah mata rantai dalam rantai 

meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa di antaranya akan gagal 

berfungsi dengan baik atau terbukti sangat lemah. 

f. Hubungan ketergantungan harus dibatasi. Agar implementasi sempurna, harus 

ada hanya satu lembaga pelaksana yang menjalankan misi dan tidak 

bergantung pada lembaga lain. Harus ada ketergantungan minimum pada 

organisasi-organisasi ini, baik dari segi jumlah maupun kepentingannya. 

Kemungkinan keberhasilan implementasi suatu program dan bahkan hasil 

yang diantisipasi cenderung menurun jika tidak hanya membutuhkan 

rangkaian tahapan dan hubungan yang spesifik, tetapi juga kesepakatan atau 

komitmen pada setiap tahapan dari sejumlah aktor/pelaku yang terlibat. 

g. Komprehensif pemahaman dan kesepakatan pada tujuan. Persyaratan ini 

memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kesepakatan tentang tujuan 

yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi selama proses implementasi. Semua 

pihak yang terlibat dalam organisasi harus dapat dengan mudah memahami 

dan menyepakati tujuan tersebut, yang harus dinyatakan dengan jelas dan 

spesifik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sulit untuk 

mengidentifikasi tujuan program dalam praktiknya. potensi konflik atau 

kebingungan yang intens, khususnya di antara kelompok profesional atau 

peserta program lain yang lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan 
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resmi sering disalahpahami, mungkin karena komunikasi top-down yang 

buruk atau sebaliknya. Bahkan jika tujuan awalnya dipahami dan disepakati, 

tidak ada jaminan bahwa kondisi ini akan dipertahankan selama implementasi 

program karena kecenderungannya untuk mudah dimodifikasi, diperluas, dan 

terdistorsi. 

h. Tugas-tugas terdaftar secara rinci dan dalam urutan yang benar. Persyaratan 

ini menunjukkan bahwa masih mungkin untuk merinci dan mengatur semua 

tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masing komponen dalam urutan 

yang tepat saat menjalankan program untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati. Tidak mungkin untuk menghindari kesulitan dalam mencapai 

kondisi implementasi yang sempurna. 

i. Koordinasi dan komunikasi yang sangat baik. Persyaratan ini memerlukan 

koordinasi dan komunikasi yang sempurna di antara berbagai komponen atau 

lembaga program. Menurut Hood, sistem unit administrasi tunggal diperlukan 

untuk koordinasi yang efektif guna mencapai implementasi yang sempurna. 

Hampir tidak ada koordinasi yang sempurna di sebagian besar organisasi 

dengan departementalisasi, profesionalisasi, dan berbagai aktivitas kelompok 

untuk menjaga nilai dan kepentingan kelompok. Karena data, istilah, dan 

perintah dapat dipahami sesuai dengan yang diinginkan, komunikasi dan 

koordinasi memainkan peran pentingal berperan dalam proses implementasi. 

j. Mereka yang berada dalam posisi berkuasa memiliki kemampuan untuk 

menuntut kepatuhan penuh. Ini menjelaskan bahwa sistem administrasi 

membutuhkan penyerahan total dan tidak ada perlawanan sama sekali. 
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Persyaratan ini menunjukkan bahwa mereka yang memegang otoritas juga 

harus memiliki kekuasaan dan mampu memastikan keselarasan sikap pihak 

lain secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Bahkan, 

mungkin ada kompartementalisasi, dan mungkin ada konflik kepentingan 

antara dua badan. 

 

2.1.2.3. ImplementasixKebijakanxGrindle 

Modelximplementasi kebijakanxyang dikemukakanxGrindle (1980) 

menuturkanxbahwa keberhasilanxproses implementasixkebijakan sampaixkepada 

tercapainyaxhasil, tergantungxkepada kegiatanxprogram yangxtelahxdirancangxdan 

pembiayaanxcukup, selainxdipengaruhixolehxContentxofxPolicy (isixkebijakan) 

juga dipengaruhixolehxContexxofxImplementationx (konteksximplementasi).  

ContentxofxPolicyx (isixkebijakan) yangxdimaksudxmeliputi: 

a. Kepentinganxyang terpenuhixolehxkebijakan (interestxaffected). 

b. Jenisxmanfaat yangxdihasilkan (tipexofxbenefit). 

c. Derajatxperubahan yangxdiinginkan (extentxofxchangexenvisioned). 

d. Kedudukanxpembuatxkebijakan (sitexofxdecisionxmaking). 

e. Paraxpelaksanaxprogram (programximplementators). 

f. Sumberxdayaxyangxdikerahkan (resourcesxcommited). 

Contextxofximplementationx(konteksximplementasi)xyangxdimaksud 

meliputix: 

a. Kekuasaanx (power). 

b. Kepentinganxstrategi aktorxyangxterlibat (interestxstrategiesxofxactorsinvolved) 
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c. Karakteristikxlembaga danxpenguasa (institutionxandxregimexcharacteristics). 

d. Kepatuhanxdanxdayaxtanggapxpelaksana (compliancexandxresponsiveness). 

 

2.1.3. Faktor Penentu Implementasi 

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan 

adalah: 

a. Penghormatan anggota masyarakat terhadap keputusan dan otoritas 

pemerintah. Sifat manusia pada dasarnya digambarkan memiliki keadaan 

alam yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menerima 

hubungan interpersonal dengan baik. Semua warga negara secara logis akan 

saling menghormati, menghormati otoritas, menghormati ilmu pengetahuan, 

menghormati hukum pemerintah, dan mematuhi aturan hukum ketika 

hubungan ini berhasil. 

b. Kesadaran akan perlunya menerima kebijakan. Dalam masyarakat yang 

berdasarkan logika, banyak orang atau kelompok orang yang bersedia 

menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena logis, perlu, dan 

dianggap perlu. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau 

menerima kebijakan publik tersebut, apalagi di tengah perekonomian yang 

semakin melemah. 

c. Ada tidaknya sanksi dari undang-undang. Faktor lain yang berperan adalah 

sanksi hukum. Orang akan tetap melaksanakan suatu kebijakan karena takut 

terkena dampak atau dihukum oleh hukum. 
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d. Koordinasi antar lembaga dan organisasi. Karena implementasi kebijakan 

sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan, koordinasi merupakan 

kriteria penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Terkadang 

isi kebijakan dipuji, tetapi implementasinya dikritik. Walaupun bukan tidak 

mungkin suatu masalah dapat segera diselesaikan jika koordinasi dilakukan, 

namun kenyataan tersebut sangat mungkin terjadi karena koordinasi antar 

instansi atau antar koordinasi yang seharusnya melakukan atau mengawasi 

tidak benar-benar melakukan koordinasi tersebut. 

2.2. Penyetaraan Jabatan  

Sesuai dengan PeraturanxMenteri PendayagunaanxAparaturxNegaraxdan 

ReformasixBirokrasi Republik Indonesia Nomorx17 Tahunx2021xTentang 

PenyetaraanxJabatan Administrasixke DalamxJabatanxFungsional. xPenyetaraan 

JabatanxAdministrasi kexdalam JabatanxFungsional yangxselanjutnyaxdisebut 

PenyetaraanxJabatan adalahxpengangkatan PejabatxAdministrasixkexdalamxJabatan 

Fungsionalxmelaluixpenyesuaian/inpassingxpadaxJabatanxFungsionalxyangxsetara. 

Dalam hal ini bertujuan untuk penyederhanaan tata kelola birokrasi serta 

pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi. 

Disamping itu dapat memperkuat kinerja organisasi, karena jabatan fungsional 

harus memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang mempunyai peranan 

strategis untuk mencapai kinerja.  
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2.2.1. PenyetaraanxJabatan AdministrasixkexJabatanxFungsional  

Bahwaxuntuk melaksanakanxketentuan Pasalx350 AxPeraturanxPemerintah 

Nomorx17 Tahunx2020 tentangxPerubahan atasxPeraturanxPemerintahxNomorx11 

Tahunx2017 tentangxManajemen PegawaixNegerixSipil, makaxMenteri 

PendayagunaanxAparaturxNegara danxReformasi BirokrasixmenetapkanxPeraturan 

MenterixPendayagunaan AparaturxNegara danxReformasi BirokrasixNomorx17 

Tahunx2021 tentangxPenyetaraan JabatanxAdministrasi kexdalamxJabatan 

Fungsional. Adapunxketentuan dalamxPeraturan tersebutxdiantaranyaxsecara 

ringkasxyaitu : Ruangxlingkup PenyetaraanxJabatan AdministrasixpadaxInstansi 

Pemerintahxmeliputi: JabatanxAdministrator,xJabatan Pengawas, 

JabatanxPelaksana yangxmerupakanxeselonxV. 

a. PenyetaraanxJabatan dilaksanakanxpada InstansixPusat dan InstansixDaerah. 

Penyetaraanxabatan juga dilakukanxpada instansixyang dibiayaixoleh 

Anggaran Pendapatanxdan BelanjaxNegara yangxdibentuk 

untukxmelaksanakanxtugas tertentuxberdasarkanxUndang-Undang 

DasarxNegara RepublikxIndonesia Tahunx1945 atauxperaturan perundang-

undanganxlainnya. 

b. PenyetaraanxJabatan dilakukanxsebagaixberikut: 

 Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya; 

 Pengawasxdisetarakan denganxJabatan Fungsionalxjenjangxahlixmuda; 

 Pejabatxpelaksana yangxmerupakan eselonxV disetarakanxdenganxJabatan 

Fungsionalxjenjang ahlixpertama. JabatanxFungsional yaituxJabatan 
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Fungsionalxyang telahxditetapkan dalamxketentuan peraturanxperundang-

undangan.x 

c. PenyetaraanxJabatanxsebagaimanax dimaksudx dilaksanakan xtanpa 

memperhatikanxjenjang pangkatxdan golonganxruang yangxmelekatxpada 

Administrator, xPengawas, danxpejabat pelaksanaxyang merupakanxeselonxV 

yangxakanxdisetarakan. DalamxhalxAdministrator, Pengawasxdanxpejabat 

pelaksanaxyang merupakanxeselon Vxyang akanxdisetarakanxmemiliki 

pangkat/golonganxruang dixbawah atauxdi atasxpangkat/golonganxruang 

tertinggixyang disyaratkanxdalam peraturanxperundang-undanganxtetap 

disetarakanxdalamxJabatan Fungsional. 

d. PenyetaraanxJabatanxdilakukanxdenganxkriteria: 

 Pejabatxyang diusulkanxdalam PenyetaraanxJabatan merupakanxPejabat 

Administrasixyang padaxsaat penyederhanaanxstruktur organisasixduduk 

dalamxjabatan yangxterdampakxpenyederhanaanxstrukturxorganisasi; 

 TugasxdanxfungsixJabatan Administrasixberkaitanxdenganxpelayanan teknis 

fungsional;x 

 Tugasxdanxfungsi jabatanxdapatxdilaksanakanxolehxPejabatxFungsional; 

 Jabatanxyangxberbasisxkeahlianxatauxketerampilanxtertentu. 

e. PenyetaraanxJabatanxsebagaimana xdimaksudx dilaksanakanx dengan 

persyaratanxsebagaixberikut: 

 PNSxyang masihxmenjalankan tugasxdalam JabatanxAdministratorxJabatan 

Pengawas, xdan jabatanxpelaksana yangxmerupakan eselonxVxberdasarkan 
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keputusanxPejabat PembinaxKepegawaian atauxpejabat lainxyang diberikan 

kewenangan;x 

 Memilikixijazahxpalingxrendah: 1. sarjanaxatau diplomaxempat bagixyang 

disetarakanxke dalamxJabatan Fungsionalxyang mensyaratkanxjenjang 

pendidikanxpaling rendahxsarjana atauxdiplomaxempat; 2. magisterxbagi 

JabatanxFungsional yangxmensyaratkan jenjangxpendidikanxpalingxrendah 

magisterxatau sesuaixdengan kualifikasixdan jenjangxpendidikanxyang 

dipersyaratkanxdalamxpengangkatan xJabatanx Fungsionalx yang 

mensyaratkanxkualifikasi pendidikanxtertentuxpadaxjenjangxtertentuxsesuai 

denganxketentuanxperaturanxperundang-undangan.x 

 Memilikixkesesuaianxtugasxfungsi, pengalamanxatauxpernahxmelaksanakan 

tugasxyangxberkaitanxdenganxtugasxJabatanxFungsional. 

f. PenyetaraanxJabatan sebagaimanaxdimaksud dilakukanxsetelahxmengikuti dan 

lulusxuji kompetensixyang dilaksanakanxoleh InstansixPemerintahxyang 

bersangkutanxsetelahxberkoordinasi xdenganx instansix pembinax Jabatan 

Fungsional.. 

g. Dalamxhal tidakxmengikuti danxtidak lulusxuji kompetensixsebagaimana 

dimaksud, xPejabat Administrasixdapat dialihkanxke JabatanxFungsionalxlain 

sesuaixdengan ketentuanxperaturanxperundang-undangan.x 

h. AdministratorxPengawas, danxpejabat pelaksanaxyang merupakanxeselonxV 

sebagaimanaxdimaksud wajibxmemiliki pendidikanxsesuai dengan persyaratan 

jabatanxpaling lamax4 (empat) tahunxsejak diangkatxdanxdilantikxdalam 

JabatanxFungsional. 
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i. Administratorxyang akanxdiangkat dalamxJabatan Fungsionalxjenjangxahli 

madyaxharus memperhatikanxketentuan JabatanxFungsional tertentuxyang 

mensyaratkanxkualifikasi pendidikanxmagister untukxmendudukixjenjangxahli 

madyaxdan wajibxmemiliki pendidikanxsesuai denganxpersyaratanxjabatan 

palingxlama 4 (empat) xtahun sejakxdiangkat danxdilantikxdalam Jabatan 

xFungsional.x 

j. PenyetaraanxJabatan bagixInstansi Pemerintahxdilaksanakan setelahxproses 

penyederhanaanxstruktur organisasixselesaixdilakukan. 

k. Untukxpelaksanaan PenyetaraanxJabatan sebagaimanaxdimaksud, xPemerintah 

perluxmelaksanakan langkahxsebagaixberikut: 

 IdentifikasixJabatanxAdministrasixpadaxunitxkerja; 

 Pemetaanxjabatanxdan xPejabatx Administrasix yang xterdampak 

penyederhanaanxstrukturxorganisasi;x 

 PemetaanxJabatanxFungsionalxyangxdapatx diduduki xpejabatx yang 

terdampakxpenyederhanaanxstrukturxorganisasi; 

 Pemetaanxdanxpenghitunganxpenghasilanxpejabatxyangxberdampakxdengan 

membandingkanxantaraxpenghasilanxpadaxsaatx sebelumx dan xsesudah 

penyetaraanxdarixJabatanxAdministrasixkexdalamxJabatanxFungsional. 

l. PenyetaraanxdalamxJabatanxFungsionalxdilakukanxdenganxtataxcarax sebagai 

berikutx: 

 InstansixPusatxmenyampaikanxusulanxPenyetaraanxJabatan xterdirix atas 

hasilxidentifikasixdanxpemetaanxJabatanx Administrasix dalamx Jabatan 

Fungsionalxyangxakanxdisetarakanxdanxjabatanxkhususx kepadax Menteri 
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sesuaixdenganxformatxsebagaimanaxtercantumxdalamx Lampiranx Ix yang 

merupakanxbagianxtidakxterpisahkanxdarixPeraturanxMenterixini; 

 ValidasixdilakukanxatasxusulanxPenyetaraanxJabatan; 

 Menterixmenetapkanxpersetujuanxterhadapxusulan xPenyetaraan xJabatan 

denganxtembusanxkepadaxKepalaxBadanxKepegawaianxNegara; 

 PejabatxPembinaxKepegawaianxmengangkat xdan xmelantikx Pejabat 

Fungsionalxyangxdisetarakan; 

 PejabatxPembinaxKepegawaianxmenyampaikanx laporanx Penyetaraan 

Jabatanxbesertaxnamaxpejabatxyangxdisetarakan xkepadax Menterix dengan 

tembusanxkepadaxKepalaxBadanxKepegawaianxNegarax danx instansi 

pembina.x 

m. Validasixusulan PenyetaraanxJabatan dilakukanxoleh timxvalidasixkementerian 

yangxmenyelenggarakan urusanxpemerintahan dixbidangxpendayagunaan 

aparaturxnegaraxbersamaxdengan xInstansix Pusatx yangx mengusulkan 

PenyetaraanxJabatan. 

n. Dalamxhal dibutuhkanxadanya penyesuaian JabatanxFungsional, 

InstansixPusat menyampaikanxkajian keterkaitanxtugas danxfungsi 

JabatanxAdministrasixdan JabatanxFungsionalxsebagaixbahanx pertimbanganx 

penetapanx Jabatan FungsionalxdalamxprosesxvalidasixPenyetaraan Jabatanx. 

o. HasilxvalidasixdisampaikanxkepadaxMenterixsebagaixrekomendasix penetapan 

persetujuanxMenterixmelaluixSuratxMenteri. 
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p. PengangkatanxdanxpelantikanxPejabatx Fungsionalx melaluix Penyetaraan 

Jabatanxdilakukanxsesuaixdenganxrekomendasix penetapanx persetujuan 

Menteri. 

q. DalamxhalxpengangkatanxdanxpelantikanxkexdalamxJabatanxFungsional xyang 

dilaksanakanxtidakxsesuaixdenganxketentuan, makax suratx keputusan 

pengangkatanxdanxpelantikanxpejabatxyangxbersangkutanxharusxdicabutx oleh 

PejabatxPembinaxKepegawaianxdanxditetapkan xkembalix sesuaix dengan 

rekomendasixpenetapan persetujuan xMenteri. 

r. PenyetaraanxJabatan Administrasixke dalamxJabatan Fungsionalxdilakukan 

olehxPejabatxPembinaxKepegawaianxdanx dikecualikan xdari xketentuan 

mendapatkanxrekomendasixdarixinstansixpembina. 

s. UsulanxPenyetaraanxJabatanxbagixInstansi xDaerah xdilakukanx melalui 

kementerianxyangxmenyelenggarakanxurusanxdixbidangxpemerintahanx dalam 

negerixdenganxketentuanxsebagaixberikut: 

 Bagixpemerintahxdaerahxprovinsi, usulanx disampaikanx olehx gubernur 

kepadaxmenterixyangxmenyelenggarakanxurusanxdix bidangx pemerintahan 

dalamxnegeri; 

 Bagixpemerintahxdaerahxkabupaten/kota usulan xdisampaikanx oleh 

bupati/walikotaxkepadaxmenterixyangxmenyelenggarakanxurusanxdixbidang 

pemerintahanxdalamxnegerixmelalui gubernurxsebagaix wakilx pemerintah 

pusat. 
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t. StandarxPenyetaraanxJabatan, jenisxjabatan, danxpendelegasianxwewenang 

rekomendasix penetapan persetujuanx Penyetaraan Jabatan 

bagixInstansixDaerah ditetapkanxdalamxKeputusanxMenteri. 

u. Penetapanxstandar PenyetaraanxJabatan dan jenis jabatanxbagi 

InstansixDaerah dilakukanxsetelah berkoordinasixdengan kementerianxyang 

menyelenggarakan urusanxdixbidangxpemerintahanxdalamxnegeri. 

v. PenyetaraanxJabatanxbagixInstansixDaerahxsebagaimanax dimaksudx dalam 

Pasalx13xdilakukanxdenganxtataxcaraxsebagaixberikut: 

 InstansixDaerahxmenyampaikanxusulanx Penyetaraan xJabatan xkepada 

menterixyangxmenyelenggarakanxurusanxdixbidangx pemerintahanx dalam 

negerixdenganxtembusanxkepadaxMenterix sesuaix denganx format 

sebagaimanaxtercantumxdalamxLampiranxIxyangxmerupakanxbagianx tidak 

terpisahkanxdarixPeraturanxMenterixini; 

 Validasixdilakukanxolehxkementerianxyangxmenyelenggarakanx urusanx di 

bidangxpemerintahanxdalamxnegerixatasxusulanx Penyetaraanx Jabatan 

sebagaixrekomendasixpenetapanpersetujuanx denganx berpedomanx pada 

standarxPenyetaraanxJabatanxsebagaimanaxdimaksudxdalam xPasal 13xayat 

(2); x; 

 Menterixyangxmenyelenggarakanxurusanxdibidangx pemerintahan xdalam 

negerixmenetapkan persetujuanxterhadap usulanxPenyetaraanxJabatan 

setelahxmendapatkanxpertimbanganxtertulisxdarixMenteri; 

 Penetapanxpersetujuan PenyetaraanxJabatan sebagaimanaxdimaksudxdalam 

hurufxcxdisampaikanxolehxmenterixyangx menyelenggarakanx urusanx di 
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bidangxpemerintahan dalamxnegerixkepadaxPejabat PembinaxKepegawaian 

InstansixDaerahxdenganxtembusanxkepadaxMenterix danx Kepalax Badan 

KepegawaianxNegara; 

 Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah xmengangkatxdanxmelantik 

PejabatxFungsionalxyangxdisetarakan;x 

 PejabatxPembinaxKepegawaianxInstansixDaerah xmenyampaikan xlaporan 

PenyetaraanxJabatanxpalingxsedikitxmemuatxnamax danx nomor xinduk 

pegawaixPejabatxAdministrasixyangxdisetarakanxnamaxJabatan Fungsional 

xyangxdirekomendasikan, nomorxsuratxrekomendasi, namaxjabatanxpada 

saatxpelantikan, nomorxsuratxkeputusanxpelantikan, danxtanggalxpelantikan 

pejabatxyangxdisetarakanxkepadaxmenterixyangx menyelenggarakanx urusan 

dixbidangxpemerintahanxdalamxnegeri dengan xtembusanxkepadaxMenteri, 

KepalaxBadanxKepegawaianxNegara, danxinstansixpembina. 

w. DalamxhalxdibutuhkanxadanyaxpenyesuaianxJabatanx Fungsionalx Instansi 

Daerahxmenyampaikanxkajianxketerkaitan tugasxdanx fungsix Jabatan 

AdministrasixdanxJabatanxFungsionalxsebagaixbahanxpertimbangan penetapan 

JabatanxFungsionalxdalamxprosesxvalidasi PenyetaraanxJabatan. 

 

1.3. PenelitianxTerdahulu 

Penelitianxterdahuluxyang dapatxmenjadixreferensixpenulisxadalahxsebagai 

berikutx: 
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Tabelx2.3 

DaftarxPenelitianxTerdahulu 

No. xPeneliti/ 
xTahun 

Judul 

Tesisx 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan dan 

Persamaan 

1. Irfan Muhlis 
(2013) 

Pengalihan Jabatan 
Struktural ke 
Jabatan Fungsional: 
Suatu Telaahan 
Penghapusan 
Jabatan Eselon III 
dan IV di Badan 
Kepegawaian 
Negara 

 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwaxpenghasilan 
yangxditerima 
pegawaix 
strukturalx eselon 
IIIx lebihx besar 
darixpadaxpegawai 
dalamx jabatan 
fungsionalx yang 
relevanxdixBKN, 
meskix untuk 
struktural Eselon 
IIIxdanxIVxkelas 
jabatannyaxsama 
denganxjabatan 
fungsional tingkat 
ahli. 

Perbedaan :  

Penelitian ini 
menganalisis dan 
meneliti pengaruh 
implementasi 
penyetaraan terhadap 
jenjang karir pejabat 
fungsional sedangkan 
Irfan Muhlis meneliti 
implementasi 
penyetaraan terhadap 
perbedaan penghasilan 
jabatan struktural 
dengan jabatan 
fungsional 

Persamaan : 

Penelitian terhadap 
jabatan fungsional 

2. Natalina 
(2017) 

Implementasi 
Kebijakan 
KesetaraanxJabatan 
danxPangkatxBagi 
GuruxBukan 
PegawaixNegeri 
SipilxJenjangxSM
A DixDinas 
Pendidikanx 
Pemuda dan 
Olahraga 
Kabupaten Deli 
Serdang 

Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) 
komunikasix 

Adalahxunsurx 
yang palingxlemah 
dalamx 
pelaksanaanx 
kebijakanx 
Inpassingxgurux2) 
dari sudut 
konsistensi adalah 
peraturan kebijakan 
yang selalu 
berubah-ubah. 
Keberhasilanx 
kebijakan Inpassing 
khususnya terhadap 
guru-guru 
hendaknya bisa 
diupayakan 
sehingga program  

Perbedaan :  

Penelitian ini 
menganalisis dan 
meneliti pengaruh 
implementasi 
penyetaraan terhadap 
jabatan fungsional di 
lingkungan PNS, 
sedangkan Natalia 
meneliti pengaruh 
implementasi 
penyetaraan terhadap  
jabatan fungsional 
bukan PNS 

Persamaan : 

Penelitian terhadap 
jabatan fungsional 
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No. xPeneliti/ 
xTahun 

Judul 

Tesisx 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan dan 

Persamaan 

   ini bisa mencapai 
sasaran secara 
maksimal 

 

3. Rohida Leni, 
dkk (2018) 

 

Pengaruh Era 
Revolusi Industri 
4.0 terhadap 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia 

 

Hasil studi 
menunjukkan 
bahwa nantinya 
dapat memberikan 
informasi mengenai 
perencanan jumlah 
dan kualifikasi 
SDM fungsional  
Tertentu program 
pendidikan dan 
pelatihanxpengemb
anganx dan 
jenjangxkarir 
SDMxfungsional 
tertentux 
Pengelolaanx dan 
perencananx sistem 
kompetensix dan 
xkinerjaxSDM 
fungsionalx 
tertentuxdan 
penyusunanx 
sistemx dan xSOP 
SDMx sehingga 
menghasilkanx 
jabatanxfungsionalx
yang profesionalx 

Perbedaan :  

Penelitian ini 
menganalisis dan 
meneliti pengaruh 
implementasi 
penyetaraan terhadap 
jenjang karir pejabat 
fungsional sedangkan 
Rohida Leni, dkk 
meneliti perencanaan 
dan pengembangan dan 
jenjang karir jabatan 
fungsional dalam 
menghadapi revolusi 
industri 4.0 

Persamaan : 

Penelitian terhadap 
jabatan fungsional 

 

4. Fitrianingrum 
Lia, dkk 
(2020) 

Pengembangan 

Karier Jabatan 

Fungsional Dari 

Hasil Penyetaraan 

Jabatan 

Administrasi: 

Analisis 

Implementasi dan 

Tantangan 

Hasil studi 
menunjukkan 
bahwa faktor 
komunikasi dan 
struktur  birokrasi  
yang 
mempengaruhi 
implementasi 
kebijakanxini 
masihxbelum 
optimalxdan 
perubahanxpola 
pikirxjuga 
menjadixfaktor 
lainxyangxpenting 

Perbedaan :  

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
adanya permasalahan 
pada faktor komunikasi 
sedangkan penelitian 
Fitrianingrum Lia, dkk 
menunjukkan adanya 
permasalahan pada 
faktor komunikasi dan 
struktur birokrasi yang 
mempengaruhi 
implementasi 
kebijakan 
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No. xPeneliti/ 
xTahun 

Judul 

Tesisx 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan dan 

Persamaan 

    Persamaan : 

Menganalisis dan 
meneliti pengaruh 
implementasi 
penyetaraan terhadap 
pengembangan jenjang 
karir jabatan 
fungsional 

 

2.4. Kerangka Penelitian 

Kerangka berpikir adalahxsuatu diagramxyang menjelaskanxsecaraxgaris 

besarxalur logikaxberjalannya sebuahxpenelitian. Berikutxgambaranxkerangka 

berpikir dalam penelitianxini yaitu : 

Gambarx2.5.  
KerangkaxPemikiran 

 

3.  
4.  
 

 
 
 

 
 
 
 

5.  
6.  

 
 

 

 

Sumberx : Peneliti, 2022

PermenPAN RB No. 17 Tahun 2021 

Faktor pendukung dan penghambat 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan       
Struktural         Eselon     V kexJabatan 
FungsionalxPada KantorxPengawasan dan 
PelayananxBea dan Cukai Tipe 
MadyaxPabeanxBelawan 

 

Implementasi Kebijakan  

(Edward III)  

a. Komunikasi 

b. Disposisi 

c. Sumber Daya 

d. Struktur Birokrasi 

 

 Implementasi Kebijakan Penyetaraan  Jabatan       
Struktural         Eselon     V kexJabatan 
Fungsional pada KPPBC TMP Belawan 
menjadi efektif 

Identifikasi : 

Dampak implementasi kebijakan  
terhadap pejabat fungsional yang 
berpengaruh pada pengembangan karir 
pejabat fungsional 
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BABxIII 

METODExPENELITIAN 

3.1. DesainxPenelitian 
 

Penelitianxtentang Implementasi Penyetaraan  JabatanxStrukturalxEselonxV 

kexJabatan FungsionalxPada KantorxPengawasan danxPelayanan BeaxdanxCukai 

TipexMadyaxPabean Belawanxmenggunakan format deskriptif kualitatif.  

Penelitianxbertujuan untukxmenggambarkan situasi danxkondisixatau 

fenomena yangxmenjadi objekxpenelitian sekaligus menganalisis Implementasi 

Penyetaraan  JabatanxStrukturalxEselonxVxke JabatanxFungsionalxPadaxKantor 

PengawasanxdanxPelayanan BeaxdanxCukaixTipe MadyaxPabeanxBelawan. 

Peneliti tertarik melakukan penelitianxini karena Implementasi 

PenyetaraanxJabatan StrukturalxEselon Vxke JabatanxFungsional KPPBC 

TMPxBelawan masih perluxditingkatkan. 

MenurutxSugiyono (2018), metodexpenelitian kualitatif digunakanxuntuk 

menelitixkondisi objekxyangxalamiah, dimanaxpeneliti adalahxsebagaixinstrumen 

kunci.xTeknik pengumpulanxdata dilakukan secaraxtriangulasi, 

dataxyangxdiperoleh cenderungxkualitatif, analisisxdataxkualitatif, danxhasil 

penelitianxbersifatxuntuk memahamixmaknaxdanxmenemukanxhipotesis. 

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai 

perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi 

sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu 
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pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung 

oleh bukti. 

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan 

triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk 

mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi 

metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan 

kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. 

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda.  

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu 

orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya 

khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.  

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.  

4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 

informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 

dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual 

peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.  

 

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber 

data dan triangulasi teori. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai 

sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik 
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ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. 

Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, 

sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan 

demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan. 

 

3.2.  TempatxdanxWaktuxPenelitian 
 

Pemilihan tempat penelitianxdixKantor Pengawasanxdan 

PelayananxBeaxdan CukaixTipexMadyaxPabean Belawan. Penelitian dilaksanakan 

antara bulan Mei  2022 sampai Desember 2022. 

3.3. Subyek/InformanxPenelitian 

 

Menurut Moleong (2012:132), informan adalah orang yang diwawancarai, 

diminta informasi oleh pewawancara. Tujuan penelitianxinixuntukxmenganalisis 

Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke JabatanxFungsional 

PadaxKantorxPengawasanxdan PelayananxBeaxdanxCukaixTipexMadyaxPabean 

Belawan. Adapun informanxdalam penelitianxinixterdirix 4 (empat) orang yaitu : 

a. Informan kunci : Ahmad Lutfhi NIP. 197204081992011001, 

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Jabatan Kepala Kantor Pengawasanxdan 

PelayananxBea danxCukai TipexMadyaxPabeanxBelawan. 

b. Informan utama :  Hasanuddin NIP. 197301151999031002, 

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a Jabatan KepalaxSubxBagianxUmum 

padaxKantor Pengawasanxdan PelayananxBea danxCukai 

TipexMadyaxPabeanxBelawan.. 
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c. Informan tambahan : berjumlah 2 (orang) orang yaitu (1) Nama : Despant S 

NIP. 197312121996021001, Penata Muda Tingkat I : III/b, Jabatan Pemeriksa 

Bea dan Cukai Ahli Pertama, (2) Nama : Maju K NIP. 198001012000121001, 

Penata Muda Tingkat I : III/b, Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli 

Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean Belawan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari 

subjek penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode 

pengumpulan data primer. Menurut Bungin (2007), teknik pengumpulan data 

kualitatif berikut berbeda dari semua teknik pengumpulan dan analisis data 

lainnya: 

1. Pengamatan, atau penelaahan secara langsung terhadap suatu masalah yang 

berkaitan dengan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon V menjadi Jabatan 

Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Belawan. 

2. Wawancara pejabat fungsional di Kantor Pengawasan dan Cukai Tipe Madya 

Belawan tentang penerapan pemerataan jabatan struktural Eselon V pada 

jabatan fungsional di Kantor Pengawasan dan Cukai Tipe Madya Belawan 

adalah metode yang digunakan peneliti. 

3. Foto hasil wawancara dengan pihak terkait untuk memberikan informasi 

terkait penelitian tentang Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon V menjadi 
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Jabatan Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Belawan. 

 

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

3.5.1. Definisi Konsep 

Dalam penelitian ini, konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a. Proses mewujudkan kebijakan menjadi tindakan sangat penting karena jika 

gagal melakukannya akan menghalangi tercapainya tujuan kebijakan. 

b. Penyetaraan Jabatan adalah apabila Pejabat Tata Usaha dipromosikan 

menjadi jabatan fungsional yang setara melalui penyesuaian atau inpassing. 

c. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai meliputi kemampuan 

melakukan pemeriksaan kepabeanan dan cukai, mencegah pelanggaran 

peraturan perundang-undangan, menyelidiki tindak pidana, memberikan 

pelayanan informasi, memastikan kepatuhan internal, dan mengelola 

informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 

 

3.5.2. DefinisixdanxBatasanxOperasional 

Menurut pendekatanxEdwardxIII, terdapat 4x (empat) indikatorxyang 

menentukanxkeberhasilan suatuximplementasixkebijakanxyaitu: 

1. Comunicationx (Komunikasi) 

Komunikasixkebijakanxmemilikixbeberapaxmacamxdimensixantaraxlain : 

a. Dimensixtransformasix (transmission), 

b. Kejelasanx (clarity)  
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c. Konsistensix (consistency).  

2. Resourcesx (SumberxDaya) 

Sumberxdayaxmanusiaxmerupakanxsalahxsatuxvariabelxyangxmempengaruhi 

keberhasilanxdanxkegagalanximplementasixImplementasixsangatxtergantung 

kepadaxdimensi : 

a. Sumberxdayaxmanusiax (aparatur),  

b. Sumberxdayaxanggaran  

c. Sumberxdayaxperalatan  

d. Sumberxdayaxinformasixdanxkewenangan  

 

3. Dispositionx (Disposisi) 

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan publik bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 

sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan 

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati 

pada variabel disposisi menurut George C.  Edward III adalah : 

a. Efek Disposisi 

b. Staffing/Pengaturan Birokrasi  

4. Strukturx Birokrasi 

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik 

utama dari birokrasi yaitu : 

a. Fragmentasix 

b. SOPx (StandardxOperationxProcedures) 
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3.6. TeknikxAnalisisxData 

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data 

adalah proses mencari data, menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi secara sistematis, mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memutuskan mana yang penting dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan 

yang mudah dipahami orang lain 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Metode Miles dan Huberman digunakan untuk 

menganalisis data, yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 

menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus hingga selesai sehingga mengakibatkan data menjadi jenuh, meliputi : 

a. PengumpulanxData 

Dataxyangxdidapatxdari observasixwawancara, danxdokumentasixdicatat dalam 

2 (duax) bagian yaituxbagian deskriptifxdan bagian 

reflektif.xCatatanxdeskriptif adalahxcatatan mengenaixapaxyangxdisaksikan, 

xdidengar, dilihatxolehxpeneliti terhadapxfenomena yangxterjadi. 

Catatanxreflektif adalahxcatatan yangxisinya kesanxpendapat, komentarxserta 

tafsiranxpeneliti mengenaixpenemuan yang xdidapat.x 

b. ReduksixData  

Untuk menentukan dataxyang fokus padaxpemecahanxmasalah, xpenemuan, 

menjawabxpertanyaanxpenelitian, dibuatxsuatuxreduksixdata. Hanyaxtemuan 
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dataxatau yangxberkaitan denganxpermasalahan penelitianxyangxdireduksi 

untukxmempermudahxpenelitixmenarikxkesimpulan. 

c. PenyajianxData  

Penyajianxdataxdapat berbentukxtulisan, gambar, atauxtabel untukxbisa 

memberikanxgambaranxterhadapxkeadaanxyangxterjadi. Dengan caraxini, 

penelitixdiharapkan dapat mengambil kesimpulan.  

d. PenarikanxKesimpulan `  

Setelahxdataxbenar-benarxlengkap, akanxdiperoleh suatuxkesimpulanxakhir. 

Denganxmengumpulkanxdataxyang berasal dari observasi maupun wawancara 

serta hasil penelitian, maka kesimpulan dapat dilakukan klarifikasi dan 

verifikasi. Metode penelitian menurut Miles dan Huberman digambarkan 

dengan bagan berikut : 

Gambarx3.6. KomponenxAnalisisxData 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumberx: xMiles, M. B. &xHuberman, A. M. (1992: 20)

PengumpulanxData 

PenyajianxData  

ReduksixData PenarikanxKesimpulan 
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BABxV 

KESIMPULANxDANxSARAN 

5.1. Kesimpulanx 

ImplementasixPenyetaraan  JabatanxStruktural  EselonxV kexJabatan 

FungsionalxPada KantorxPengawasan danxPelayanan Beaxdan CukaixTipe 

MadyaxPabean Belawan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi berjalan 

baik untuk pihak eksternal (pengguna jasa) namun berdampak pada pihak internal  

(pejabat fungsional) dalam pengembangan karir. 

 Dapat dilihat pada penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi berjalan 

baik, namun berpengaruh terhadap kejelasan pengembangan karir pejabat 

fungsional yang mana konsistensi peraturan cenderung masih berubah-ubah, 

sehingga mempengaruhi semangat kerja pejabat fungsional.  Sumber daya 

manusia memadai, dikarenakan ketersediaan pejabat terpenuhi sehingga 

implementasi ini berjalan baik. Disposisi sudah berjalan dengan baik, dikarenakan 

penempatan pejabat fungsional berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-

masing pejabat fungsional. Struktur birokrasi  berjalan dengan baik dikarenakan 

perampingan jabatan struktural serta didukung dengan adanya SOP tiap layanan 

sehingga proses pelayanan semakin cepat.  

Sedangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

PenyetaraanxJabatan struktural Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 

Pengawasan dan elayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, peneliti 

menemukan bahwa indikator komunikasi menunjukkan konsistensi peraturan 

masih berubah-ubah sehingga mempengaruhi  pengembangan karir pejabat 
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fungsional karena harus menunggu ketersediaan ruang jabatan (formasi jabatan) 

sehingga menyebabkan pejabat fungsional akan menunggu lama pada suatu 

kepangkatan atau jabatan. Sumber daya berjalan dengan baik dikarenakan 

didukung oleh ualitas dan kompentensi SDM sangat memadai, sehingga 

implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik Disposisi berjalan 

dengan baik dikarenakan penempatan tugas disesuaikan dengan keahlian dan 

pengalaman pejabat fungsional. Struktur birokrasi berjalan dengan baik 

dikarenakan postur struktur birokrasi semakin ramping sehingga proses pelayanan 

semakin cepat dan lebih baik. 

 

5.2. Saranx 

Darixhasilxobservasi, wawancaraxdanxdokumentasixyangxpenelitixlakukan, 

saran yang dapat diberikan ke KPPBC TMP Belawan terkait Implementasi 

Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke JabatanxFungsionalxPadaxKantor 

PengawasanxdanxPelayananxBeaxdanxCukaixTipexMadyaxPabeanxBelawanxyaitu : 

1. Dengan adanya dampak implementasi kebijakan ini, peneliti mengharapkan 

pejabat fungsional tetap semangat dan bekerja dengan hati yang tulus agar 

implementasi ini berjalan dengan baik demi kemajuan organisasi. 

2. Memberikan kemudahan pengembangan karir (kenaikan pangkat/jenjang 

jabatan), sehingga dapat xmemotivasi pejabat funsional 

kearahxyangxlebihxbaikxuntuk kemajuan organisasi. 
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3. Mengkaji ulang terhadap implementasi kebijakan yang telah dijalankan 

sehingga tidak adanya pejabat fungsional dirugikan/dihambat dalam hal 

kenaikan kepangkatan dan jabatan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 

 

Peneliti : Redwan Doody Marpaung 

NPM  : 201801043 

Prodi  : Magister Ilmu Administrasi Publik 

Universitas : Universitas Medan Area 

 

Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional 
Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Belawan 

1. Komunikasi 
a. Transmisi 

Bagaimana transmisi komunikasi dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

b. Kejelasan  
Bagaimana kejelasan komunikasi dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

c. Konsistensi 
Bagaimana konsistensi komunikasi dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

 

2.  Sumber Daya 

a. Sumber Daya Manusia 
Bagaimana Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?
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b. Sumber Daya Anggaran 
Bagaimana sumber daya anggaran dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

c. Sumber Daya Fasilitas (Peralatan) 
Bagaimana sumber daya peralatan dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

d. Sumber Daya Wewenang 
Bagaimana sumber daya wewenang dalam Implementasi Penyetaraan  
Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

 

3.  Disposisi 

a. Efek disposisi 
Bagaimana efek disposisi dalam Implementasi Penyetaraan  Jabatan 
Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

b. Staffing / pengaturan birokrasi 
Bagaimana staffing dalam Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  
Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

 

4. Struktur Birokrasi 

a. SOP 
Bagaimana SOP dalam Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  
Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan 

b. Fragmentasi 
Bagaimana fragmentasi struktur birokrasi dalam Implementasi 
Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Belawan? 
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Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyetaraan  Jabatan 
Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan? 

 

1. Komunikasi 
a. Faktor apa saja pendukung dan penghambat transmisi komunikasi dalam 

Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

b. Faktor apa saja pendukung dan penghambat kejelasan komunikasi dalam 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

c. Faktor apa saja pendukung dan penghambat konsistensi komunikasi dalam 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 
 

2. Sumber  Daya 
a. Faktor apa saja pendukung dan penghambat Sumber Daya Manusia dalam 

Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

b. Faktor apa saja pendukung dan penghambat Sumber daya anggaran dalam 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

c. Faktor apa saja pendukung dan penghambat sumber daya peralatan dalam 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

d. Faktor apa saja pendukung dan penghambat sumber daya wewenang 
dalam Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 
 

3. Disposisi 
a. Faktor apa saja pendukung dan penghambat efek disposisi dalam 

Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 

b. Faktor apa saja pendukung dan penghambat staffing dalam Implementasi 
Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Belawan? 

 

4. Struktur Birokrasi 
a. Faktor apa saja pendukung dan penghambat SOP dalam Implementasi 

Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan Fungsional Pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Belawan? 

b. Faktor apa saja pendukung dan penghambat Fragmentasi dalam 
Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke Jabatan 
Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Belawan? 
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Lampiran 2. Daftar Hasil Wawancara 

Bagaimana Implementasi Penyetaraan  Jabatan Struktural  Eselon V ke 

Jabatan Fungsional Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean Belawan? 

A. Komunikasi 

Informan Variabel 
Komunikasi Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

1. Transmisi “Kebijakan penyetaraan jabatan telah 
ditransmisikan oleh KPPBC TMP Belawan 
untuk kemudian dilakukan uji kompetensi 
program penyetaraan terhadap seluruh 
Pejabat Eselon V” (Medan,   Agustus 2022) 
 

2. Kejelasan “Implementasi penyetaran ini nantinya akan 
lebih mudah meningkatkan kompentensi diri 
sehingga dapat mempercepat karirnya” 
(Medan,   Agustus 2022) 
 

3. Konsistensi “Pelaksanaan penyetaraan ini masih dalam 
tahap evaluasi sehingga kedepannya akan 
konsisten membenahi agar penyesuaian ini 
berjalan dengan baik” (Medan,   Agustus 
2022) 
 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

1. Transmisi “KPPBC TMP Belawan telah melakukan 
sosialisasi kepada seluruh Pejabat Eselon V, 
agar mempersiapkan diri untuk menghadapi 
uji kompentesi penyetaraan/delayring” 
(Medan,   Agustus 2022) 
 

2. Kejelasan “Program ini akan mudah dilaksanakan jika 
petunjuk pelaksanaan penyetaraan telah 
dibuat” (Medan,   Agustus 2022) 
 

3. Konsistensi “Peraturan masih belum konsisten 
dikarenakan masih banyak perubahan-
perubahan dalam menjalankan program 
ini” (Medan,   Agustus 2022) 
 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama  

(1) 

1. Transmisi “Program penyetaraan/delayring ini 
nantinya untuk meningkatkan kompetensi 
setiap pejabat” (Medan,   Oktober 2022) 
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 2. Kejelasan “Pengembangan karir kedepannya akan 
 lebih sulit dicapai” (Medan,   Oktober 
2022) 

3. Konsistensi “Masih diperlukan perubahan untuk 
menyesuaikan kebutuhan pejabat 
fungsional” (Medan,   Oktober 2022) 
 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Transmisi “Dengan penyetaraan ini akan memangkas 
birokrasi untuk mempercepat pelayanan” 
(Medan,   Oktober 2022) 
 

2. Kejelasan “Pengembangan karir kurang jelas” 
(Medan,   Oktober 2022) 

3. Konsistensi “Peraturan ini masih dalam tahap 
evaluasi” (Medan,   Oktober 2022) 

 

B. Sumber Daya 

Informan Variabel Sumber 
Daya Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Melihat SDM pada KPPBC TMP Belawan 
memadai untuk dilaksanakan program ini” 
(Medan,   Agustus 2022) 

2. Anggaran “Ketersediaan anggaran pada program ini 
sudah dipersiapkan dalam rangka 
penyederhaan birokrasi” (Medan,   Agustus 
2022) 

3. Fasilitas “Tidak ada perubahan yang signifikan 
terhadap fasilitas  dalam menunjang kinerja 
pejabat fungsional” (Medan,   Agustus 
2022) 

4. Kewenangan “Pengambilan keputusan ada ditangan PBC 
Pertama dan tetap berkoordinasi dengan 
kepala kantor"(Medan,   Agustus 2022) 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

 
 
 
 
 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Pelaksanaan program ini tidak 
mengurangi jumlah pejabat yang 
sebelumnya” (Medan,   Agustus 2022) 

2. Anggaran 
 
 
 

“Tidak banyak mempengaruhi anggaran 
karena hanya mengalihkan jabatan saja” 
(Medan,   Agustus 2022) 
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3. Fasilitas “Pada bidang tertentu memerlukan 
penambahan peralatan kerja sehingga tidak 
mempengaruhi kinerja pejabat fungsional” 
(Medan,   Agustus 2022) 

4. Kewenangan “Akan lebih mudah dalam hal pengambilan 
keputusan” (Medan,   Agustus 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama  

(1) 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Tidak mempengaruhi ketersediaan sdm 
yang sebelumnya” (Medan,   Oktober 2022) 

2. Anggaran “Faktanya menambah penghasilan yang 
sebelumnya diterima” (Medan,   Oktober 
2022) 

3. Fasilitas “Tidak adanya fasilitas khusus yang 
diberikan karena sudah tersedia” (Medan,   
Oktober 2022) 

4. Kewenangan “Pengambilan keputusan lebih cepat” 
(Medan,   Agustus 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Tidak banyak mempengaruhi kinerja yang 
sebelumnya” (Medan,   Oktober 2022) 

2. Anggaran “Tidak mengurangi penghasilan 
sebelumnya walapun sudah beralih ke 
jabatan fungsional” (Medan,   Agustus 
2022) 

3. Fasilitas “Dalam bekerja tidak memerlukan fasilitas 
khusus untuk menunjang kinerja 
dikarenakan fasilitas yang sudah ada cukup 
memadai” (Medan,   Oktober 2022) 

4. Kewenangan “Semakin gampang dalam hal mengambil 
keputusan untuk mempercepat proses 
pelayanan“ (Medan,   Oktober  2022) 

 

C. Disposisi 

Informan Variabel Disposisi Hasil Wawancara 
Kepala 
Kantor 

 
 

1. Efek 
Disposisi/Sikap 

 
 

“Pimpinan berperan dalam memantau 
kinerja pejabat fungsional” (Medan,   
Agustus 2022) 
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2. Staffing/Pengatura
n Birokrasi 

 
 

“Pimpinan yang memberikan instruksi kerja 
terhadap fungsional dan wajib melaporkan 
pekerjaannya tiap bulannya” (Medan,   Agustus 
2022) 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

1. Efek 
Disposisi/Sikap 

“Memiliki komitmen untuk lebih baik dalam 
menjalankan tugasnya sehingga pelayanan 
lancar (Medan,   Agustus 2022) 

2. Staffing/Pengatura
n Birokrasi 

“Penempatan tugas Fungsional sesuai 
keahlian dan pengalaman masing-masing 
pejabat yang ditempatkan pada kantor dan 
dilapangan” (Medan,   Agustus 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama  

(1) 

1. Efek 
Disposisi/Sikap 

“Melaksanakan tugas sesuai butir kegiatan 
(Medan,   Oktober 2022) 

2. Staffing/Pengatura
n Birokrasi 

“Penempatan tugas disesuaikan dengan 
keahlian masing-masing” (Medan,   Oktober 
2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

 (2) 

1. Efek 
Disposisi/Sikap 

“Sudah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi untuk menjalankan kinerja 
fungsional” (Medan,   Oktober 2022) 

2. Staffing/Pengatura
n Birokrasi 

“Bekerja lebih efisien karena memiliki 
kewenangan dalam mengambil keputusan” 
(Medan,   Oktober 2022) 

 

D. Struktur Birokrasi 

Informan Variabel Struktur 
Birokrasi Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

1. Fragmentasi  “Dengan peralihan ini dapat mempercepat 
pelayanan sehingga kepuasan pengguna 
jasa terpenuhi“ (Medan,   Agustus 2022) 

2. Standart Operating 
Procedure (SOP) 

“Pejabat fungsional melaksanakan 
kinerjanya sesuai SOP yang telah 
ditetapkan” (Medan,   Agustus 2022) 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

1. Fragmentasi 
 
 
 
 

“Dengan mengurangi jumlah penjabat 
struktural pelayanan lebih cepat” (Medan,   
Agustus 2022) 
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2. Standart Operating 
Procedure (SOP) 

“Perlunya adanya perubahan dalam hal 
SOP dikarenakan jabatan Eselon V telah 
dihapus” (Medan,   Agustus 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama  

(1) 

1. Fragmentasi Pengaruh fragmentasi pada jabatan ini saya 
kurang tahu” (Medan,   Oktober 2022) 

2. Standart Operating 
Procedure (SOP) 

“Masih menggunakan SOP yang ada” 
(Medan,   Oktober 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Fragmentasi “Dari segi pelayanan sangat berpengaruh 
sehingga dapat memperlancar pelayanan 
yang diberikan “ (Medan,   Oktober 2022) 

2. Standart Operating 
Procedure (SOP) 

“SOP masih perlu terobosan sehingga 
dapat memperlancar kegiatan pelayanan 
(Medan,   Oktober 2022) 

 

 
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyetaraan Jabatan 

Struktural Eselon V ke Jabatan Fungsional pada KPPBC TMP Belawan 

A. Komunikasi 

Informan Variabel 
Komunikasi Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

1. Transmisi “Telah sesuai dengan mekanisme yang ada” 
(Medan,   Agustus 2022) 

2. Kejelasan “Belum mempunyai aturan yang sesuai 
dengan kebutuhan pejabat fungsional 
(Medan,   Agustus 2022) 

3. Konsistensi “Peraturan masih berubah-ubah” (Medan,   
Agustus 2022) 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

 
 
 
 
 
 

1. Transmisi “Mekanisme peralihan sudah dilaksanakan 
sesuai aturan yang ada” (Medan,   
September 2022) 

2. Kejelasan 
 
 
 
 

“Ketersediaan jabatan yang mempengaruhi 
pengembangan karir pejabat fungsional 
sehingga mempengaruhi semanga kerjanya” 
(Medan,   September 2022) 
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 3. Konsistensi “Perlu konsistensi aturan agar tidak rumit 
dalam pelaksanaannya” (Medan,   
September 2022) 

 
Pejabat 

Fungsional 
Ahli 

Pertama 
(1) 

1. Transmisi “Tidak ada bedanya yang sebelumnya 
hanya menghilangkan sebagian kinerja 
sebagai pejabat struktural” (Medan,   
Nopember 2022) 

2. Kejelasan “Ketersediaan ruang jabatan yang akan 
menghambat karir pejabat fungsional 
karena ruang jabatan lebih sedikit dari pada 
jumlah pejabat fungsional yang ada 
sehingga akan sulit diraih untuk naik 
jabatan atau naik pangkat” (Medan,   
Nopember 2022) 

3. Konsistensi “Peraturan masih berubah-ubah” (Medan,   
Nopember 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Transmisi “Pengetahuan pejabat fungsional akan 
sangat mempengaruhi kualitas layanan 
(Medan,   Nopember 2022)  

2. Kejelasan “Pengembangan karir kurang jelas karena 
ditentukan ketersediaan formasi jabatan 
sehingga dapat menunggu lama pada 
kepangkatan dan jabatan” (Medan,   
Nopember 2022) 

3. Konsistensi  “Belum konsisten dalam hal pengembangan 
karir pejabat fungsional” (Medan,   
Nopember 2022) 

 

E. Sumber Daya 

Informan Variabel Sumber 
Daya Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

 
 
 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Pengembangan kompentesi sangat 
diperlukan” (Medan,   Agustus 2022) 

2. Anggaran “Tidak mempengaruhi secara finansial” 
(Medan,   Agustus 2022) 
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3. Fasilitas 
 

“Pemberian fasilitas terhadap fungsional 

 dapat mempercepat pelayanan” (Medan,   
Agustus 2022) 

4. Kewenangan “Secara langsung dapat mengambil 
keputusan” (Medan,   Agustus 2022) 

Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Tidak adanya pengurangan jumlah pejabat 
dalam program delayring ini” (Medan,   
September 2022) 

2. Anggaran “Tidak mempengaruhi anggaran” (Medan,   
September 2022) 

3. Fasilitas “Fasilitas tidak diadakan” (Medan,   
September 2022) 

4. Kewenangan 
 

“Sangat berperan dalam pelayanan 
sehingga dapat mempercepat proses 
kegiatan terhadap pengguna 

 jasa” (Medan,   September 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(1) 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Kompetensi pejabat fungsional yang 
handal” (Medan,   Nopember 2022) 

2. Anggaran “Tidak mempengaruhi” (Medan,   
Nopember 2022) 

3. Fasilitas “Tidak ada fasilitas khusus diberikan” 
(Medan,   Nopember 2022) 

4. Kewenangan “Pengambilan keputusan lebih mudah” 
(Medan,   Nopember 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Sumber Daya 
Manusia 

“Kualiatas SDM sudah terpenuhi ” (Medan,   
Nopember 2022) 

2. Anggaran “Tidak mempengaruhi” (Medan,   
Nopember 2022) 

3. Fasilitas “Sebagian mendapatkan fasilitas” (Medan,   
Nopember 2022) 

4. Kewenangan “Mutlak pada pejabat fungsional” (Medan,   
Nopember 2022) 
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F. Disposisi 

Informan Variabel 
Disposisi Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

1. Efek 
Disposisi/Sik
ap 

“Kemauan dan kejujuran pejabat fungsional 
lebih diutamakan agar kedepannya lebih 
baik” (Medan,   Agustus 2022) 

2. Staffin
g/Pengaturan 
Birokrasi 

“Menempatkan pejabat fungsional sesuai 
keahlian dan pengalaman” (Medan,   Agustus 
2022) 

Kepala 
Sub 

Bagian 
Umum 

1. Efek 
Disposisi/Sik
ap 

“Telah sesuai mekanisme yang ada” (Medan,   
September 2022) 

2. Staffin
g/Pengaturan 
Birokrasi 

“Menjadi lebih mudah dalam mengatur 
penempatan pejabat fungsional sesuai 
keahlian” (Medan,   September 2022) 

Pejabat 
Fungsiona

l Ahli 
Pertama 

(1) 

1. Efek 
Disposisi/Sik
ap 

“Pekerjaan harus disesuaikan dengan 
Keahlian dan pengalaman pejabat 
fungsional” (Medan,   Nop 2022) 

2. Staffin
g/Pengaturan 
Birokrasi 

“Mempercepat layanan” (Medan,   
Nopember 2022) 

Pejabat 
Fungsiona

l Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Efek 
Disposisi/Sik
ap 

“Komitmen bersama untuk lebih baik” 
(Medan,   Nopember 2022) 

2. Staffin
g/Pengaturan 
Birokrasi 

“Lebih gampang dari sebelumnya” (Medan,   
Nopember 2022) 

 

G. Struktur Birokrasi 

Informan 
Variabel 
Struktur 
Birokrasi 

Hasil Wawancara 

Kepala 
Kantor 

 
 
 
 
 
 

1. Fragmentasi “Dengan peralihan inipostur  struktur 
birokrasi menjadi lebih ramping” (Medan,   
Agustus 2022) 

2. Standart 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

“Mekanisme jabatan fungsional harus 
merubah SOP sebelumnya” (Medan,   
Agustus 2022) 
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Kepala Sub 
Bagian 
Umum 

1. Fragmentasi “Jabatan fungsional sangat mempengaruhi 
struktur birokrasi” (Medan,   September 
2022) 

2. Standart 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

“Masih menggunakan SOP yang lama” 
(Medan,   September 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(1) 

1. Fragmentasi “Proses pelayanan menjadi lebih cepat” 
(Medan,   Nopember 2022) 

2. Standart 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

“Perlunya terobosan baru dalam menunjang 
kegiatan pejabat fungsional” (Medan,   
Nopember 2022) 

Pejabat 
Fungsional 

Ahli 
Pertama 

(2) 

1. Fragmentasi “Belum tahu arah kebijakan ini” (Medan,   
Nopember 2022) 

2. Standart 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

“Merubah SOP yang ada agar sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan” (Medan,   
Nopember 2022) 
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Lampiran 3. Foto Wawancara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.1. Wawancara Kepala KPPBC TMP Belawan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.2. Wawancara Kepala Sub Bagian Umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.3. Wawancara PBC Ahli Pertama (1) 

Sumber : Peneliti, 2022
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Gambar 5.4. Wawancara PBC Ahli Pertama (2) 

Sumber : Peneliti, 2022 
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